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Abstrak: Masalah pewarisan dalam keluarga kerap menjadi masalah yang pelik, khususnya apabila ahli waris
merupakan anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Tujuan dari penelitian ini adalah penulis mencoba
mengangkat permasalahan tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini merupakan hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan
sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Untuk
analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan
bahwa hukum waris memiliki sistem yang berbeda-beda antara hukum Perdata, Islam, maupun Adat. Undang-
undang telah mengatur bahwa hukum waris ini merupakan sebuah kompetensi absolut. Artinya bahwa bagi orang
Islam diharuskan atau dipersilakan membagi warisan secara hukum Islam, dan jika terjadi permasalahan maka
akan diselesaikan di Pengadilan Agama. Dengan demikian ahli waris yang masih berada dalam kandungan ibunya
telah memperoleh pelindungan hukum berkait dengan harta warisannya. Bentuk perlindungan hukum yang
diberikan melalui peraturan perundang-undangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah melalu perwalian oleh orang tua yang masih hidup
selama kekuasaan orang tuanya tidak dicabut, tetapi apabila kekuasan tersebut dicabut maka Hakim akan
menunjuk wali baru melalui penetapan pengadilan.

Kata Kunci: Pewarisan, Hak Waris Anak, Anak dalam Kandungan

Abstract: The problem of inheritance in the family is often a difficult problem, especially if the heir is a child who
is still in the mother's womb. The purpose of this research is that the writer tries to raise the problem so that there is
no legal vacuum. The method used in this research is normative law which is carried out in an effort to obtain the
necessary data in connection with the problem. The data used consists of primary, secondary and tertiary data. For
data analysis, it was done by using qualitative juridical analysis method. From the research results, it can be
concluded that inheritance law has different systems between civil, Islamic, and customary law. The law has
stipulated that this inheritance law is an absolute competence. This means that Muslims are required or allowed to
share inheritance under Islamic law, and if any problems arise, they will be resolved at the Religious Court. Thus
the heirs who are still in their mother's womb have obtained legal protection in relation to their inheritance. The
form of legal protection provided through statutory regulations according to the Civil Code and Law No.1 of 1974
concerning Marriage is through guardianship by parents who are still alive as long as the parental power is not
revoked, but if the power is revoked then the Judge will appoint a new guardian through a court order.
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I. PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan secara adil sesuai
aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama
dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan,
dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus
mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah
merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam
kehidupan keluarga yang harus dikedepankan.
Kebersamaan tanpa harus terjadi perselisihan atau
sengketa dalam proses pembagian harta warisan
merupakan hal terpenting, karena dalam hal ini nilai
kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu
menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego
dan kepentingan masing-masing pihak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
melihat dan menganalisis bentuk perlindungan hak
waris bagi anak-anak yang masih berada di dalam
kandungan seorang ibu. Hal ini dikarenakan
relevansi Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) tidak menjelaskan secara jelas
mengenai hak tersebut yang tentunya akan menjadi
masalah dikemudian hari jika ada hal demikian
terjadi. Anak yang masih dalam kandungan
seharusnya mendapatkan hak yang sama dengan
anak lainnya yang telah dilahirkan dan apabila ia
(anak dalam kandungan) dilahirkan dalam keadaan
hidup.

1. TINJAUAN PUSTAKA

Hukum waris adalah hukum yang mengatur
tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan
seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para
ahli warisnya. Dalam hukum waris BW (Perdata),
terdapat tiga unsur penting dalam suatu pewarisan,
yaitu: (1) adanya orang yang meninggal dunia selaku
pewaris; (2) adanya harta kekayaan yang
ditinggalkan, dan; (3) adanya ahli waris. Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
pasal 836 dan pasal 2 menyebutkan mengenai
kriteria dan ketentuan seseorang mendapatkan harta
warisan  dan  siapa saja yang  berhak
mendapatkannya, termasuk didalmnya menjelaskan
mengenai anak yang berada dalam kandungan
seorang ibu (ibu dari si mati) sudah memiliki hak
untuk mendapatkan harta warisan.

Untuk menjadi seorang ahli waris, dalam
KUHPedata pasal 836 disebutkan beberapa
persyaratan, yaitu :

1) Harus ada orang yang meninggal dunia (pemilik
harta) meninggal (pasal 836 KUHPerdata).

2) Ahli waris harus ada pada saat si pewaris
meninggal dunia (pasal 836 KUHPerdata)

dengan tetap  memperhatikan pasal 2
KUHPerdata yang menyatakan bahwa anak
yang masih dalam kandungan seorang ibu,
dianggap sebagai telah lahir  bilamana
kepentingan si anak tersebut menghendaki, dan
apabila anak ini lahir meninggal maka ia
dianggap tidak pernah ada.

3) Seorang ahli waris harus cakap serta berhak
mewarisi dalam arti tidak dinyatakan oleh
undang-undang, Cakap untuk menerima warisan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal
898 KUHPerdata), sebagai seseorang yang tidak
patut mewarisi karena kematian, atau dianggap
sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

4) Mempunyai hak terhadap peninggalan waris,
misal hubungan keluarga Seseorang yang sudah
meninggal dunia dan digantikan oleh
keturunannya (pasal 841 KUHPerdata). Misal
seorang kakek dapat mewariskan ke cucu,
karena si anaknya sudah meninggal terlebih
dahulu atau tertulis dalam surat wasiat
(testamen), pasal 832 KUHPerdata).

Selain itu, dalam pasal 2 ayat (2)
KUHPerdata, bayi dalam kandungan dianggap
sebagai subjek hukum dengan syarat:

1) Telah dibenihkan

2) Dilahirkan hidup

3) Ada kepentingan yang menghendaki (warisan).

1. METODOLOGI
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Metode penelitian yang digunakan adalah
Yuridis Normatif (Legal research), yakni penelitian
yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-
kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang
berlaku dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan
hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder yang dianalisa secara
deduktif.

Proses analisis data dalam penelitian ini
menggunakan metode analisis data deskriptif
kualitatif. Maksudnya adalah proses analisis yang
didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah
kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis
dilakukan terhadap seluruh data yang telah
didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis
tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan
kaidah kualitatif adalah proses analisis tersebut
ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan
membandingkan teori dengan tujuan  untuk
menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan
terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang
telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.



Metode analisis data yang lain adalah
teknik analisis isi. Menurut Berelson & Kerlinger,
analisis isi merupakan suatu metode untuk
mempelajari dan menganalisis komunikasi secara
sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan
yang tampak (Wimmer & Dominick). Sedangkan
menurut Budd, analisis isi adalah suatu teknik
sistematis untuk menganalisis isi pesan dan
mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi
dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang
terbuka dari komunikator yang dipilih.

Adapun Metode kualitatif dilakukan dengan
menganalisis data yang meliputi putusan Pengadilan
Negeri tentang pembagian warisan, peraturan
perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-
buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang
berkaitan dengan masalah pembagian hak warisan.
Setelah hal di atas tercapai, maka kemudian akan
dihubungkan dengan data-data yang diperoleh
penulis dari studi lapangan yang berupa hasil
wawancara dengan responden atau narasumber yang
bersangkutan, untuk itu kemudian dilakukan
pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis
serta merunutkannya dengan kalimat yang teratur,
jelas dan baik dalam pemaparan yang kemudian
dengan hasil akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan
berkenaan dengan judul.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Kasus Sengketa Hukum Waris Anak dalam

Kandungan
1) Identitas Istri

a. Nama :Feby
b. Umur :26 Tahun
c. Jenis kelamin : Perempuan
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
e. Agama :lIslam
f. Alamat : Desa LabanJaya Pojok Laban RT

01/01 Kec. Pedes Karawang
2) ldentitas Suami

a. Nama :Didik
b. Umur :28 Tahun
c. Jenis kelamin : Laki-laki
d. Pekerjaan : Polisi
e. Agama :lIslam
f. Alamat : Jl. Kolonel Kertamasuri Cisarua
Cimahi
3) Kronologi
Pada tahun 2017 suami dari feby
mengalami kecelakaan saat menuju pulang ke

karawang, saat dibawa ke rumah sakit Didik telah
meninggal dunia. Didik meninggalkan istri yang
sedang dalam kandungan yang berusia 6 bulan dan
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harta warisan yang banyak. Karena feby dianggap
tidak mempunyai anak oleh adik dari didik/suaminya
maka pihak dari keluarga suami ingin mengambil
alih harta dari feby.

Di beberapa daerah masih banyak yang
belum mengetahui bahwa anak yang masih dalam
kandungan memiliki hak-haknya menurut hukum
perdata maupun hukum islam. Kasus tersebut
menjadi  bukti  pentingnya pemahaman dan
penegakkan hak waris anak dalam kandungan.

4.2. Hukum Perkawinan dan Pandangan Hukum
Perdata Terkait Hak Waris Mewaris Menurut
Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)

Berbicara mengenai hak waris tentu tidak
terlepas dari pembahasan mengenai  hukum
perkawinan atau hukum keluarga. Secara sederhana,
hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur
hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua
dengan anak-anak, serta hubungan yang terkait
dengan harta beda perkawinan, misalnya hak waris,
ataupun  hubungan yang berkaitan dengan
kekeluargaan seperti keluarga sedarah dan keluarga
yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan
antara suami istri. Peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai hukum pernikahan secara
substansial terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang
pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, dan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam yang terdapat dalam Buku I, Buku II,
dan Buku I1I.

Mengenai hukum perkawinan tersebut,
wajib hukumnya bagi tiap pasangan yang menikah
untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pihak
yang berwenang. Hal ini diperuntukkan untuk
meminimalisir segala permasalahan yang
kemungkinan terjadi kedepannya, misalnya dalam
permasalahan  statur anak kelak. Pencatatan
perkawinan juga penting dalam masalah pewarisan
kelak. Walaupun demikian, jika dilihat berdasarkan
ikatan keluarga, hukum waris menjadi satu kesatuan
dengan hukum keluarga. Namun, secara sistematika
hukum perdata, sistematika hukum keluarga dengan
hukum waris dipisahkan.

Secara garis besar, UU No. 1 Tahun 1974
menjadi salah satu bentuk upaya unifikasi hukum
keluarga khususnya dalam bidang perkawinan. UU
tersebut mengatur mengenai, (1) dasar perkawinan;
(2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan
perkawinan; (4) batalnya perkawinan; (5) perjanjian
perkawinan; (6) hak dan kewajiban suami istri; (7)
harta benda dalam perkawinan; (8) putusnya



perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak;
(10) hak dan kewajiban antara orangtua dan anak;
(11) perwalian; (12) pembuktian asal usul anak; (13)
perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan
campuran. Namun, UU tersebut tidak secara jelas
mengatur hukum mengenai hak waris anak dalam
kandungan.  Sehingga perlu  dibentuk satu
perundang-undangan khusus untuk mengatur hal
demikian.

4.3. Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Anak
dalam Kandungan Menurut Undang-Undang dan
Hukum Waris (BW)

Anak dalam kandungan adalah anak yang
masih di dalam kandungan ibunya atau dengan kata
lain anak dalam kandungan adalah anak yang masih
berada di perut ibunya dan belum dilahirkan. Salah
satu syarat bahwa seorang ahli waris dapat mewarisi
harta pewaris adalah keberadaanya masih hidup
ketika pewaris wafat. Dengan demikian bagi janin
yang masih dalam kandungan ibunya belum dapat
ditentukan hak waris yang diterimanya, karena
belum dapat diketahui secara pasti keadaanya,
apakah bayi tersebut akan lahir dengan selamat atau
tidak, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan
berjumlah satu atau kembar.

Kompilasi Hukum Islam dan Hukum
Perdata di Indonesia menyebutkan terkait hak harta
seorang anak dalam kandungan, walaupun tidak
secara rinci, begitu juga dengan Undang-Undang
perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut Undang-
Undang Perlindungan Anak) Pasal 1 Ayat 2 tentang
perlindungan anak yang menjelaskan bahwa anak
dalam kandungan berhak mendapatkan perlindungan
untuk hidup dan lain sebagainya, tetapi yang
menjadi permasalahan adalah dalam undang-undang
terkait perlindungan anak di Indonesia, yaitu KHI,
Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan
Anak tersebut belum menjelaskan secara rinci terkait
apabila terjadi permasalahan terkait hak harta anak
dalam kandungan.

Keadaan  anak  dalam kandungan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 KUHPerdata,
menurut Pasal 836 sebagai keadaan telah dianggap
sudah ada dan memiliki hak untuk mewarisi pada
saat warisan tersebut dibuka (dibagi). Namun, dalam
KUHPerdata Pasal 2 disebutkan “...Bila telah mati
sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”.
Hal tersebut dimaksudkan bahwa yang menjadi
ukuran masih berlaku atau tidaknya warisan tersebut
adalah keadaan sewaktu dilahirkan. Selain itu, istilah
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tersebut juga menegaskan bahwa apabila bayi

dilahirkan dalam keadaan mati, maka warisan yang

telah ditetapkan saat dia dalam kandungan dianggap
tidak pernah ada dan akan dibagikan kepada ahli
waris lainnya.

Konsep pembagian kewarisan anak dalam
kandungan menurut KUHPerdata adalah bahwa anak
dalam kandungan yang dikandung dari perkawinan
yang sah akan mendapatakan bagian yang sama
besarnya dengan anggota keluarga yang lainnya.
Ada beberapa cara pembagian harta warisan terkait
dengan hak waris anak dalam kandungan. A.
Rachmad Budiono membagi cara pembagian harta
warisan anak dalam kandungan dalam dua cara,
yaitu:

1) Dengan cara menunggu setelah bayi tersebut
lahir.

2) Apabila ahli waris yang lain menghendaki
pembagian itu segera dilakukan tanpa
menunggu Kkelahiran bayi tersebut, maka harta
warisan dapat dibagi dengan memperhitungkan
bagian bayi itu untuk 1 (satu) orang, sekalipun
dapat pula lahir dalam keadaan kembar.

Permasalahan yang timbul dari pembagian
warisan yang ditunda sampai dengan kelahiran anak
dalam kandungan tersebut adalah apabila para ahli
waris menghendaki harta peninggalan tersebut
segera dibagi-bagikan kepada mereka, tanpa
menunggu  kelahiran anak yang masih dalam
kandungan. Terdapat dua penyelesaian dalam
masalah tersebut, yaitu:

1) Bila anak dalam kandungan dilahirkan dalam
keadaan hidup:

Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta
warisan yang siap untuk dibagi dengan nominal
Rp.100.000.000,00. Dengan ahli waris seorang
istri yang sedang hamil, 2 orang anak
perempuan dan satu orang anak laki-laki?
Penyelesaian:

Istri =1/5 x 100.000.000 = Rp. 20.000.000 ,-
Anak dalam kandungan =1/5 x 100.000.000 =
Rp. 20.000.000 ,-

2 orang anak perempuan =2/5 x 100.000.000 =
Rp. 40.000.000

1 orang anak laki-laki =1/5 x 100.000.000 = Rp.
20.000.000 ,-

Maka pembuktiannya adalah 5/5 bagian menjadi
Rp.100.000.000.

2) Bila anak dalam kandungan dilahirkan dalam
keadaan meninggal (mati) maka dianggap tidak
pernah ada, sebagaimana juga dijelaskan dalam
pasal 2 KUHPerdata.



V. KESIMPULAN

Hukum Waris di Indonesia memiliki dua
aturan sistem yang berbeda antara hukum perdata
konvensional, hukum Islam, maupun hukum adat.
Disamping terdapat perbedaan, undang-undang juga
telah mengatur bahwa hukum waris ini merupakan
sebuah kompetensi absolut. Oleh Kkarena itu,
pembahasan hukum waris dipisahkan antara hukum
waris yang terdapat dalam KUHPerdata (hukum
waris BW) dab bagi yang muslim (Islam) yang ada
dalam Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam/KH]I).

Berdasarkan pada analisa data, wawancara,
dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ahli
waris yang masih berada dalam kandungan ibunya
telah memperoleh perlindungan hukum terkait
dengan harta warisannya. Bentuk perlindungan
hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-
undangan menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan adalah melalu perwalian oleh
orang tua yang masih hidup selama kekuasaan orang
tuanya tidak dicabut, tetapi apabila kekuasantersebut
dicabut maka Hakim akan menunjuk wali baru
melalui penetapan pengadilan. Bentuk perlindungan
hukum yang diberikan melalui Kitab UndangUndang
Hukum Perdata lebih melindungi kepentingan si
anak dikarenakan selama perwalian berlangsung
didampingi oleh wali pengawas dari Balai Harta
Peninggalan.
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